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ABSTRACT

Sejarah Artikel: The digital transformation of government through the implementation of the Electronic-Based
Government System (SPBE) is a strategic effort to establish effective, efficient, transparent, and
accountable governance. This study aims to analyze the implementation level of SPBE in

Diterima 19-11-2025 Indonesia and its contribution to improving public service efficiency. The main issues identified
Disetujui 29-11-2025 include technological adoption gaps among institutions, limited digital infrastructure, low
Diterbitkan  01-12-2025 system interoperability, and uneven digital human resource capacity. This research employs a

descriptive analytical approach by reviewing relevant regulations such as Presidential
Regulation No. 95 of 2018 on SPBE and national SPBE index data in 2024, which recorded a
score of 3.12 categorized as “Good.” Furthermore, the UN E-Government Survey 2024 placed
Indonesia at 64th among 193 countries, indicating significant progress in digital government
transformation. The analysis results show that SPBE implementation positively influences
public service efficiency, particularly in speeding up service delivery, reducing operational
costs, and enhancing transparency. However, successful implementation depends on policy
synergy, infrastructure readiness, and the improvement of digital competency among civil
servants. Therefore, integration strategies and cross-agency capacity building are essential to

accelerate Indonesia’s digital government transformation.

Keywords: digitalization, efficiency, government transformation, public service, SPBE

ABSTRAK

Transformasi digital pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat
penerapan SPBE di Indonesia serta kontribusinya terhadap peningkatan efisiensi pelayanan
publik. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi kesenjangan adopsi teknologi
antarinstansi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya interoperabilitas sistem, dan
kemampuan sumber daya manusia yang belum merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif analitis dengan mengkaji regulasi terkait, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
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2018 tentang SPBE, serta data indeks SPBE nasional tahun 2024 yang menunjukkan skor 3,12
dengan predikat “Baik”. Selain itu, hasil UN E-Government Survey 2024 menempatkan
Indonesia di peringkat 64 dunia, menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam transformasi
digital pemerintahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan SPBE berpengaruh positif
terhadap peningkatan efisiensi pelayanan publik, terutama dalam aspek percepatan waktu
layanan, penghematan biaya operasional, dan peningkatan transparansi. Namun, keberhasilan
implementasi masih bergantung pada sinergi kebijakan, kesiapan infrastruktur, serta
peningkatan kompetensi aparatur digital. Dengan demikian, diperlukan strategi integrasi dan
penguatan kapasitas lintas instansi untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan di
Indonesia.

Katakunci: digitalisasi, efisiensi, pelayanan publik, SPBE, transformasi pemerintahan
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PENDAHULUAN

Transformasi digital pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) telah menjadi agenda strategis nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang SPBE, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan
teknologi informasi secara terintegrasi dan efisien [1].

Dalam konteks Indonesia yang memiliki wilayah luas dan struktur birokrasi yang kompleks,
digitalisasi pemerintahan bukan hanya pilihan, tetapi menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik
dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan transparan. Menurut Kementerian PANRB, salah satu
permasalahan yang masih dihadapi pemerintah adalah penerapan SPBE yang belum sepenuhnya
terintegrasi, sehingga menyebabkan inefisiensi anggaran dan tumpang tindih sistem antarinstansi [2].

Perkembangan teknologi digital seperti cloud computing, big data, dan layanan daring (online) juga
telah mendorong perubahan besar dalam ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. Masyarakat
kini menuntut layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan bebas dari hambatan birokrasi yang rumit.
Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk melakukan transformasi digital yang menyeluruh, mulai dari
penataan proses bisnis, penyederhanaan regulasi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia
(SDM) digital.

Selain Perpres No. 95 Tahun 2018, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan lanjutan

seperti Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Perpres No. 82 Tahun 2023
tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang menjadi langkah
strategis dalam memperkuat integrasi antarinstansi dan efisiensi pelayanan publik [3].
Dari sisi kinerja nasional, hasil Evaluasi Indeks SPBE Nasional Tahun 2024 menunjukkan peningkatan
yang signifikan dengan skor rata-rata nasional sebesar 3,12 dari skala 5, yang dikategorikan “Baik” [4].
Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan SPBE di berbagai instansi, meskipun masih
terdapat tantangan dalam aspek interoperabilitas data, infrastruktur, serta keamanan siber.

Lebih lanjut, dalam UN E-Government Survey 2024, posisi Indonesia naik ke peringkat 64 dari
193 negara, meningkat 13 peringkat dibandingkan tahun 2022 [5]. Peningkatan ini mencerminkan
keberhasilan pemerintah dalam mempercepat transformasi digital dan memperkuat layanan publik berbasis
elektronik di berbagai sektor.

Dengan demikian, penerapan SPBE menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan
efisiensi pelayanan publik di Indonesia. Namun, masih diperlukan analisis lebih mendalam terkait tingkat
kesiapan instansi pemerintah, faktor-faktor keberhasilan implementasi, serta sejauh mana SPBE mampu
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode kualitatif dan kuantitatif
(mixedmethod). Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual
penerapan SPBE dilndonesia sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pelayanan
publik secara mendalam. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan tingkat kesiapan instansi
pemerintah dalammenerapkan SPBE, sementara pendekatan analitis digunakan untuk mengidentifikasi
hubungan kausal antarapenerapan SPBE dengan peningkatan efisiensi pelayanan publik [1]. Penelitian ini
termasuk dalam kategoristudi evaluasi kebijakan yang mengkaji implementasi Peraturan Presiden Nomor
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95 Tahun 2018 tentang SPBEserta regulasi turunannya. Data yang dianalisis bersumber dari data sekunder
berupa dokumen kebijakan,laporan evaluasi SPBE, indeks SPBE nasional, dan survei internasional terkait
e-government.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus evaluatif untuk menganalisis implementasi
SPBE dilndonesia. Desain penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa penerapan SPBE merupakan
kebijakannasional yang kompleks dan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Metode mixed method
memungkinkanpeneliti untuk mengkombinasikan kekuatan analisis kuantitatif dalam mengukur tingkat
kesiapan dan efisiensiSPBE dengan kedalaman analisis kualitatif dalam memahami faktor-faktor
kontekstual yang mempengaruhikeberhasilan implementasi [6]. Pendekatan ini relevan dengan penelitian
e-government yang memerlukanpemahaman holistik terhadap aspek teknologi, organisasi, dan kebijakan

[7].

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui lima tahapan utama yang sistematis dan terstruktur. Tahapan
penelitiandirancang untuk menjawab tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan. Gambar 1 menunjukkan
diagram alirtahapan penelitian yang dilakukan.

TAHAP1
Farsiazan Identifikasi Masalsh dan Stodi Lisscarur
ajim ragualual KPHL, (hgranae s-proesssst,

TAHAP2
Peagumpulin Dam Sckunder

* Analials ket {eatilb, it frokmd, )
* Asaiie Kompante (mechmating sitwsmast]
* Amaliuis Nakioe (E7A duigas FEA)

* Amtis Koares (drksmes tebifpbn|
* Anabuis Gap (ksssajungas buglesnsmsaa ]

Gambar 1. Diagram alir tahapan penelitian

Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah dan studi literatur untuk memahami konteks
danpermasalahan SPBE di Indonesia. Tahap kedua adalah pengumpulan data sekunder dari berbagai
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sumber resmipemerintah dan organisasi internasional. Tahap ketiga melakukan analisis data menggunakan
berbagai teknikanalisis. Tahap keempat melakukan interpretasi dan evaluasi hasil analisis. Tahap terakhir
adalah penarikan.

kesimpulan dan perumusan rekomendasi kebijakan. Setiap tahapan dirancang secara sistematis
untukmemastikan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Tabel 1 menjelaskan uraian detail dari setiap
tahapan penelitian beserta aktivitas yang dilakukan dan outputyang dihasilkan pada setiap tahap.

Tabel 1. Uraian tahapan penelitian

Tahap Aktivitas Output

1 Identifikasi permasalahan SPBE di Rumusan masalah dan kerangka
Indonesia melalui kajianliteratur dan konseptualpenelitian
regulasi terkini

2 Pengumpulan data sekunder dari Dataset regulasi, indeks SPBE, dan
sumber resmi pemerintah laporanevaluasi
danorganisasi internasional

3 Analisis data menggunakan teknik Temuan tingkat kesiapan, faktor-
deskriptif, komparatif, dananalisis faktor kunci,dan dampak SPBE
faktor

4 Interpretasi hasil analisis berdasarkan Evaluasi komprehensif penerapan
kerangka teori danregulasi SPBE SPBE dilndonesia

5 Perumusan kesimpulan dan Rekomendasi kebijakan untuk
rekomendasi strategis percepatantransformasi digital

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian dalam studi ini adalah implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) diinstansi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, dengan fokus pada periode evaluasi tahun
2024. Objekpenelitian mencakup regulasi dan kebijakan SPBE (Perpres No. 95/2018, Perpres No.
132/2022, dan PerpresNo. 82/2023), Indeks SPBE Nasional tahun 2024 dari 634 instansi pemerintah,
capaian Indonesia dalam UN E-Government Survey 2024, sistem aplikasi dan layanan digital pemerintah,
serta infrastruktur teknologiinformasi dan komunikasi pemerintah [1][3][4][5].
Subjek penelitian adalah instansi-instansi pemerintah yang menjadi penyelenggara SPBE, meliputi
kementeriandan lembaga pemerintah non-kementerian di tingkat pusat, pemerintah provinsi, kabupaten,
dan kota, sertakementerian PANRB sebagai koordinator SPBE nasional. Lokasi penelitian mencakup
seluruh wilayahlindonesia dengan fokus pada instansi pemerintah yang telah dievaluasi dalam Indeks SPBE
Nasional 2024.

Instrumen dan Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai instrumen dan alat untuk pengumpulan serta analisis data.
FrameworkEvaluasi SPBE dari Kementerian PANRB digunakan sebagai instrumen utama yang terdiri dari
lima domainSPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, domain Tata Kelola SPBE, domain Manajemen SPBE,
domain LayananSPBE, dan domain Infrastruktur SPBE [4]. Lembar ekstraksi data digunakan untuk
mengekstrak data dari dokumen kebijakan, laporan tahunan, dan publikasi resmi pemerintah. Matriks
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analisis komparatif digunakansebagai instrumen untuk membandingkan capaian SPBE antarinstansi,
antarwilayah, dan antartahun.

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Microsoft Excel 2021 untuk tabulasi
danpengolahan data statistik deskriptif, SPSS Statistics 26 untuk analisis korelasi dan analisis faktor, NVivo
12untuk analisis konten dokumen kebijakan dan regulasi, Tableau Desktop untuk visualisasi data dan
dashboardanalisis, serta Mendeley Desktop untuk manajemen referensi dan sitasi otomatis [8]. Perangkat
keras yangdigunakan adalah komputer dengan spesifikasi Processor Intel Core i7, RAM 16 GB, Storage
SSD 512 GB, dankoneksi internet untuk akses database dan portal resmi pemerintah.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi dan
terpercaya. Dataprimer sekunder meliputi Indeks SPBE Nasional 2024 dari Kementerian PANRB dengan
skor rata-rata nasional3,12 yang dikategorikan "Baik" [4], UN E-Government Survey 2024 dari United
Nations DESA yangmenempatkan Indonesia di peringkat 64 dari 193 negara [5], serta laporan evaluasi
SPBE instansi pemerintah.Regulasi dan dokumen kebijakan yang digunakan mencakup Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentangSPBE [1], Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur
SPBE Nasional, Peraturan PresidenNomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital [3],
dan Peraturan Menteri PANRB terkaitevaluasi SPBE. Publikasi ilmiah dan laporan yang digunakan
meliputi jurnal nasional dan internasional tentange-government, laporan penelitian tentang transformasi
digital pemerintahan, serta berita resmi dan siaran perskementerian PANRB [2].

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang

telahditetapkan. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat kesiapan instansi pemerintah
dalammenerapkan SPBE melalui statistik deskriptif yang menghitung nilai rata-rata, median, standar
deviasi, nilaiminimum dan maksimum dari Indeks SPBE 2024, distribusi frekuensi yang mengkategorikan
instansiberdasarkan predikat SPBE (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat Kurang), serta analisis tren
yangmembandingkan perkembangan indeks SPBE dari tahun ke tahun [9].
Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kinerja SPBE antarinstansi dan antarwilayah
melaluiperbandingan indeks SPBE antara instansi pusat dan daerah, perbandingan capaian lima domain
SPBE, sertabenchmarking dengan negara-negara lain berdasarkan UN E-Government Survey 2024 [5].
Metode inimemungkinkan identifikasi kesenjangan kinerja dan best practices yang dapat dijadikan
pembelajaran [10].

Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
penerapanSPBE. Teknik yang digunakan adalah Exploratory Factor Analysis (EFA) untuk mengekstrak
faktor-faktorkunci dari lima domain SPBE [11]. Tahapan analisis meliputi uji kelayakan data menggunakan
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett's Test of Sphericity, ekstraksi faktor menggunakan metode
Principal Component.

Analysis (PCA), rotasi faktor menggunakan metode Varimax untuk interpretasi yang lebih jelas,
dan interpretasifaktor untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat keberhasilan SPBE. Proses
analisis faktormengikuti.

Analisis konten (content analysis) digunakan untuk menganalisis dokumen kebijakan, regulasi, dan
laporanpemerintah melalui identifikasi tema dan pola dalam dokumen kebijakan SPBE, analisis
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kesenjangan antararegulasi dan implementasi, serta ekstraksi best practices dari laporan evaluasi instansi
dengan indeks tinggi [12].Analisis gap (kesenjangan) digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara
kondisi ideal (berdasarkanregulasi SPBE) dan kondisi aktual implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SPBE Nasional pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan positif dengan nilai rata-
rata nasional sebesar 3,12 yang menempatkannya dalam kategori “Baik”. Capaian ini memperlihatkan
semakin kuatnya integrasi layanan digital dan peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
Pada tingkat global, Indonesia juga mengalami peningkatan melalui UN E-Government Survey 2024
dengan naik ke peringkat 64 dari 193 negara, menandakan adanya kemajuan signifikan dalam kesiapan
digital dan kualitas layanan publik.

Analisis terhadap 634 instansi pemerintah menunjukkan adanya perbedaan kesiapan antara instansi
pusat dan daerah. Instansi pusat memperoleh nilai rata-rata 3,34 dan berada pada kondisi yang lebih siap
dalam hal kebijakan, tata kelola, serta infrastruktur digital. Sementara itu, instansi daerah memperoleh nilai
rata-rata 2,97, menggambarkan adanya variasi besar dalam kapasitas SDM, infrastruktur, dan
interoperabilitas data. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan digital yang perlu menjadi
prioritas dalam upaya pemerataan kualitas layanan digital pemerintah.

Berdasarkan analisis faktor, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi keberhasilan
implementasi SPBE, yaitu integrasi sistem dan interoperabilitas data, kepemimpinan serta tata kelola
digital, dan kapasitas SDM beserta budaya kerja digital. Ketiga faktor ini berkontribusi terhadap 78%
peningkatan efisiensi layanan publik dan menjadi pilar penting dalam proses transformasi digital
pemerintahan.

Efisiensi layanan publik terbukti meningkat melalui pengurangan waktu tunggu, proses
administrasi yang lebih cepat, peningkatan transparansi, penurunan biaya operasional, serta kemudahan
akses layanan digital. Instansi yang telah menerapkan integrasi sistem menunjukkan perbaikan yang lebih
signifikan dibanding instansi yang masih menggunakan sistem yang berjalan sendiri-sendiri atau bersifat
silo.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori e-government yang menekankan peran integrasi sistem,
tata kelola digital, dan kesiapan SDM sebagai fondasi utama dalam meningkatkan efisiensi pelayanan
publik. Hasilnya juga konsisten dengan temuan West (2005) serta Weerakkody dan kolega (2016) yang
menunjukkan pentingnya kepemimpinan dan kesiapan organisasi dalam keberhasilan transformasi digital.
Walaupun terdapat kemajuan, tantangan seperti fragmentasi sistem, kesenjangan infrastruktur daerah, dan
isu keamanan siber tetap memerlukan perhatian dalam kebijakan SPBE ke depan.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan integrasi layanan dan interoperabilitas
data, peningkatan kompetensi SDM digital, serta penguatan tata kelola SPBE sebagai bagian dari reformasi
birokrasi. Selain itu, kebijakan SPBE yang konsisten dan berkelanjutan di seluruh instansi menjadi kunci
untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

KESIMPULAN
Implementasi SPBE tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dengan
meningkatnya nilai nasional dan peringkat internasional, yang menandakan penguatan layanan digital

O 18



Analisis Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam d‘ ‘t I
Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Indonesia |9| a

(Pakaya, etal.) |URNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN

pemerintah. Meskipun instansi pusat lebih siap dibandingkan daerah, keduanya sama-sama menunjukkan
arah perkembangan yang positif. Efisiensi pelayanan publik meningkat berkat integrasi sistem, tata kelola
digital yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas SDM. Namun, tantangan seperti kesenjangan
infrastruktur, fragmentasi sistem, dan keamanan siber tetap perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, SPBE
terus menjadi fondasi penting dalam transformasi digital pemerintahan dan berperan besar dalam
meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.
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